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ABSTRAK
Salah satu daerah yang paling sering mengalami bencana banjir adalah Kabupaten Blitar. Ini ditunjukkan oleh
tingkat kejadian banjir yang bervariasi setiap tahunnya. Sehingga pemerintah menerapkan kebijakan
penanggulan banjir yang tertuang dalam Perbup Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Peraturan
Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2019 tentang penanggulangan bencana. Dengan demikian,
pelaksanaan kebijakan penanggulangan banjir dapat diatur dengan baik, yang akan bermanfaat untuk
mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut di Kabupaten Blitar di masa mendatang. Penelitian ini adalah
penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori George C. Edward
III untuk melakukan analisisnya. Empat indikator tersebut adalah komunikasi (transmisi, kejelasan, konsistensi,
antar organisasi), sumber daya (staf, kewenangan, informasi, fasilitas, disposisi, dan struktur birokrasi (SOP
dan fregmentasi). Sebagaimana disebutkan oleh Miles Hubbarman dan Saldana (2014), analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini meliputi pengumpulan, condensation, dan display data. Untuk memastikan
bahwa data penelitian adalah valid, peneliti menggunakan triangulasi metode dan sumber. Kemudian hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar berhasil,
meskipun terdapat beberapa poin yang dapat diperbaiki untuk perbaikan di masa mendatang. seperti dalam hal
penanggulangan banjir, di mana informasi tentang perbaikan dan pemeliharaan fasilitas, terutama saluran air
(drainase dan irigasi), tidak disampaikan dengan baik kepada masyarakat, dan tidak cukup informasi tentang
izin alih fungsi lahan. kebijakan tersebut sehingga diperlukan perbaikan untuk membuat implementasi
kebijakan lebih baik di masa depan.

Kata kunci: Implementasi, Penanggulangan, Banjir.

Pendahuluan
Bencana alam sangat mungkin terjadi di

sebagian besar wilayah Indonesia karena
banyaknya sumber daya alam dan keindahan
alamnya. Karena letak geografis dan geologisnya
yang unik, Indonesia memiliki potensi bencana
alam yang tinggi, menurut halaman 13 buku Indeks
Resiko Bencana Indonesia BNPB tahun 2020.
Secara geologis, Indonesia terletak di antara dua
Samudra Besar, Samudra Hindia dan Samudra
Pasifik, serta Benua Asia dan Australia. Karena
lokasinya di antara dua Samudra Besar, Samudra
Hindia dan Samudra Pasifik, dan Benua Asia dan
Australia, Indonesia juga rawan bencana alam
seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, cuaca
ekstrim, gelombang ekstrim, dan abrasi. Selain itu,
penggunaan sumber daya alam seperti hutan, air,
dan tanur menyebabkan kebakaran hutan dan lahan.
Kemudian bencana banjir adalah salah satu
bencana alam yang mengancam saat curah hujan
meningkat di beberapa wilayah Indonesia.

Banjir adalah fenomena alam yang sering
terjadi di masyarakat, salah satu penyebabnya

adalah hujan deras dengan curah hujan tinggi.
Selain curah hujan tinggi yang menyebabkan
banjir, tindakan manusia juga dapat mengubah
tatanan ruang dan alam, seperti banjir bandang,
badai, kenaikan permukaan air laut, curah hujan
tinggi dan rendah, genangan air, dll. Selain itu,
bencana banjir membuat pemerintah mengeluarkan
dana tak terduga untuk memperbaiki infrastruktur
yang rusak oleh banjir. Tidak hanya pemerintah
yang harus menangani masalah banjir, tetapi
masyarakat juga harus terlibat dalam tanggap
darurat..

Bencana banjir sering terjadi di Kabupaten
Blitar setiap tahun. Untuk menangani banjir, ada
beberapa lembaga yang ditetapkan oleh undang-
undang di Kabupaten Blitar. Bertanggung jawab
atas tanggap darurat terhadap bencana, termasuk
banjir, adalah Departemen Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang (DPUPR). Baik upaya struktural
maupun nonstruktural dilakukan. Penanganan
nonstruktural mencakup partisipasi masyarakat
dalam perlindungan lingkungan dan kerja sama
dengan pemerintah untuk mengatasi banjir di masa



Jurnal Respon Publik ISSN: 2302-8432
Vol. 17 , No. 13 , Tahun 2023, Hal: 90-100

91

depan, serta perbaikan fisik seperti normalisasi
waduk, sungai, DAM/bendungan, saluran air
(irigasi, drainase), dan menjaga jalan tetap
fungsional. Kabupaten Blitar terdiri dari
pegunungan, dataran, dan pantai karena letak
topografinya, dengan sisi selatan lebih panjang
daripada sisi utara. Di mana Kecamatan
Kademangan dan Sutojayan rawan banjir karena
lokasinya di DAS Brantas. Anak air sungai
Brantas, Sungai Bogel dan Sungai Bacem, tidak
dapat menampung curah air hujan yang tinggi,
yang menyebabkan banjir di Kabupaten Blitar.
Stasiun Bogel mengalami curah air hujan lebih dari
300 mm/hari dan Stasiun Bacem mencapai 203
mm/hari.

Pada tahun 2022, curah hujan yang tinggi
yang menyebabkan banjir di Kabupaten Blitar
mencapai 300mm dan 204mm. Hujan ini termasuk
dalam kategori rendah (0-100mm), sedang (100-
300mm), tinggi (300-500mm), dan sangat tinggi
(lebih dari 500mm). Karena debit air bendungan
Lodoyo mencapai 900 meter kubik perdetik,
volume air meningkat. Karena penanggulangan
bencana adalah masalah internal pemerintah,
pemerintah memiliki peran terpenting dalam
menanganinya. Pada dasarnya, pemerintah
bertanggung jawab atas penanggulangan bencana
sebelum terjadi, saat terjadi, dan setelah terjadi.
Memenuhi hak korban bencana dan memberikan
pengungsian kepada komunitas yang terpengaruh
sesuai dengan standar aturan pelayanan yang
segera diupayakan. Setelah sejumlah bencana
terjadi di Kabupaten Blitar, masyarakat lebih
menyadari kerawanan dan kerentanan. Berbicara
tentang banjir, perspektif dan metode
penanggulangan bencana yang digunakan
sebelumnya tidak memadai.

Berbagai kebijakan muncul untuk
menangani bencana. Untuk menangani masalah ini,
Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No.3 Tahun
2019 Tentang Penanggulangan Bencana diubah
menjadi Peraturan Bupati Blitar No.84 Tahun 2021
Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
No.3 Tahun 2019 Tentang Penanggulangan
Bencana. Menurut Peraturan Bupati No.5 Tahun
2013 tentang tata ruang wilayah kabupaten Blitar
tahun 2011–2031, pasal 99 ayat 2 arahan zonasi
kawasan ruangan, pasal 33 mengatur rehabilitasi
dan rekonstruksi rancangan bangunan yang tepat
serta penggunaan peralatan yang lebih baik untuk
meningkatkan stabilisasi dan fungsi prasarana dan
sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan
terhadap bencana. Selanjutnya, kebijakan
penanggulangan banjir Kabupaten Blitar memiliki
dua pola. Pola struktural mengatur peningkatan dan
pembangunan sarana sedangkan pola non-
struktural Mengurangi dampak bencana ini dapat
dicapai melalui peraturan, meningkatkan
ketangguhan masyarakat, dan pelatihan untuk
mengatasi bencana (Faturahman 2018). Diharapkan

peraturan daerah Kabupaten Blitar dapat
menangani banjir yang sering terjadi. Namun, pada
tahun 2021, peraturan tersebut diperbarui dan
dibuat versi baru. Bahkan pada tahun 2022, banjir
masih terjadi di lima kecamatan di Kabupaten
Blitar: Kecamatan Binangun, Kecamatan
Sutojayan, Kecamatan Panggungrejo, dan
Kecamatan Wodong.

Dari lokasi penelitian dan didukung oleh
pernyataan Kepala Bidang Sumber Daya Air,
peneliti menemukan bahwa beberapa penyebab
banjir di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:
kurangnya daerah resapan air seperti sistem
drainase, banyaknya wallet atau lumpur yang
membuat saluran air tidak dapat menampung
jumlah air yang lebih besar; tanggul bendungan
jebol karena daya air tampungan melebihi batas;
dan kerusakan lingkungan seperti lahan untuk RTH
(Ruang Terbuka Hijau). Bagian atas telah beralih
fungsi menjadi lahan pertanian selama beberapa
tahun terakhir, banyak saluran air yang belum
berfungsi dengan baik, kekurangan anggaran untuk
pembangunan dan rehabilitasi gedung, dan
normalisasi anak sungai brantas, sungai bogel dan
sungai bacem,yang memperparah banjir.
Komunikasi sangat penting dalam hubungan antara
pemerintah dan masyarakat karena masalah banjir
di Kabupaten Blitar merupakan tanggung jawab
publik. Sistem Birokrasi memiliki potensi besar
untuk membantu menyelesaikan masalah bencana
banjir. Untuk mendapatkan izin untuk membangun
bangunan atau mengubah tatanan lingkungan yang
berdampak pada masyarakat umum, diperlukan
perundingan dengan berbagai pihak, bukan hanya
pemerintah dan pihak terkait saja. Dari
permasalahan tersebut, peneliti tertarik mengambil
judul penelitian “Implementasi Kebijakan
Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten
Blitar (Studi pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar)”

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah

diuraiakan, maka peneliti mengangkat rumusan
masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana implementasi kebijakan yang

digunakan dalam penanggulangan banjir pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar?

2. Bagaiamana analisis kritis implementasi
kebijakan dalam penanggulangan banjir pada
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar

Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan proses

implementasi kebijakan yang sudah digunakan
dalam penanggulangan bencana banjir di
Kabupaten Blitar dan faktor penghambat maupun
pendukung Dinas PUPR Kabupaten Blitar dalam
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menjalankan implementasi kebijakan
penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar.

Manfaat Penulisan
Sebagai pengetahuan tentang bagaimana

menerapkan kebijakan penanggulangan bencana
banjir di Dinas Penataan Ruang dan Pekerjaan
Umum Kabupaten Blitar. Hal ini akan
memungkinkan peneliti lain dengan sudut pandang
yang berbeda untuk mengkaji tema yang sama, dan
masyarakat umum dan akademisi untuk
berpartisipasi dalam penanggulangan bencana
banjir. Hasil ini juga dapat digunakan sebagai
referensi bagi akademis dan masyarakat umum
terkait dengan pelaksanaan kebijakan Pemkab
dalam penanggulangan bencana banjir di
Kabupaten Blitar. membantu memahami kebijakan
apa yang akan diambil untuk menangani bencana
banjir yang terjadi setiap tahun selama musim
hujan.

Tinjauan Pustaka
1. Administrasi Publik

Menurut Bailey dikutip (Sawir 2021:17), teori
Administrasi Negara mencakup semua ilmu
(teori) yang relevan dan berguna untuk
menjelaskan hakikat Administrasi Negara,
seperti kondisi dan hubungannya, cara
menorganisasi pemerintah, memilih pegawai,
memberikan wewenang dan tanggung jawab,
dan prinsip-prinsipnya. Menurut Siagian
dikutip (Sawir 2021:35-36juga berpendapat
bahwa administrasi publik adalah proses yang
berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh
aparatur (Aparatur Sipil Negara) untuk
mencapai tujuan negara yang telah ditetapkan
sebelumnya melalui kebijakan yang berlaku.

2. Kebijakan Publik
menurut Andreson Sawir dikutip (2021:132)
Kebijakan publik didefinisikan sebagai
serangkaian tindakan yang dilakukan dan
dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok
aktor yang berkaitan dengan masalah atau
sesuatu yang diperhatikan untuk mencapai
tujuan tertentu. Kebijakan publik mencakup
struktur dan definisi isu publik serta cara setiap
satunya dimasukkan ke dalam agenda politik
(Parsons, 2001). Dalam situasi seperti ini,
analisis diperlukan untuk mengetahui substansi
kebijakan, yang mencakup informasi tentang
masalah yang ingin diselesaikan serta dampak
yang mungkin timbul sebagai akibat dari
kebijakan yang diterapkan (Dunn, 2004).

3. Implementasi Kebijakan
Menurut Grindle (1980) dikutip (Abdoellah
dan Rusfiana 2016:57) implementasi kebijakan
bukan hanya tentang bagaimana keputusan
politik dijabarkan melalui saluran birokrasi.
Proses ini mencakup masalah seperti konflik,
keputusan, dan siapa yang mendapatkan

keuntungan dari suatu kebijakan. Oleh karena
itu, ada tiga komponen utama implementasi
kebijakan: (1) Menafsirkan atau
menerjemahkan arti program ke dalam bentuk
yang dapat diterima atau dijalankan, (2)
Organisasi berfungsi sebagai alat untuk
mencapai tujuan program, dan (3) Penerapan
berkaitan dengan perlengkapan pelayanan
biasa, gaji, dan kompensasi. Berdasarkan
penjabaran tersebut menurut Van Meter dan
Van Horn 1957 (Abdoellah dan Rusfiana
2016:61-62) implementasi kebijakan adalah
tindakan yang dilakukan oleh individu,
pejabat, atau kelompok pemerintah atau swasta
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam
perumusan kebijakan. George C. Edward III
Implementasi kebijakan adalah tahap penting
dari perumusan kebijakan, yang berarti jika
suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat
memecahkan masalah yang menjadi
sasarannya, maka kebijakan tersebut akan
mengalami kegagalan sekalipun dilaksanakan
dengan baik. Suatu kebijakan yang inovatif
juga mungkin mengalami kegagalan. Model
Implementasi Kebijakan menurut George C.
Edward III terdapat 4 Indikator yaitu:
Komunikasi, sumberdaya, Disposisi dan
Struktur Birokrasi. (Abdoellah dan Rusfiana
2016:67-68).

4. Banjir
Bencana banjir di Indonesia sering terjadi
setiap tahun, terutama selama musim
penghujan. Menurut Suripin (2004) masalah
banjir masih belum terselesaikan dan terus
meningkat dalam frekuensi, luas, kedalaman,
dan durasi. Terdapat tiga komponen yang
berkontribusi pada bencana banjir: (1) Elemen
meteorologi, yang mencakup faktor-faktor
yang memicu banjir, seperti intensitas curah
hujan, distribusi hujan, frekuensi, dan lamanya
hujan yang melampaui kapasitas DAS; (2)
Elemen karakteristik fisik DAS, yang
mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinya banjir yang dipicu oleh luas DAS,
kemiringan lahan, ketinggian lahan,
penggunaan lahan, dan tekstur tanah; dan (3)
Elemen Manusia.

Metode Penelitian
Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif dan analisis kualitatif untuk mendapatkan
gambaran lengkap tentang data dari informan.
Wawancara informan digunakan sebagai sumber
data dalam penelitian. Menurut Moleong (2005:6),
penelitian kualitatif adalah penelitian yang
bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami
oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi,
motivasi, tindakan, dll., secara keseluruhan dan
dengan deskripsi menggunakan kata-kata dan
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bahasa, dalam konteks alami dan dengan
menggunakan berbagai metode alami.

Fokus Penelitian
Peneliti memfokuskan penelitian ini pada

tema-tema berikut:
1. Implementasi kebijakan pemerintah kabupaten

Blitar dalam menanggulangi bencana banjir
dan mendapatkan informasi yang jelas
berdasarkan data lapangan. Menurut teori
George C Edward III, ada empat ciri:
komunikasi yang dilakukan dalam dimensi
transmisi, kejelasan, dan konsistensi; Sumber
daya manusia, peralatan, anggaran, dan
kewenangan adalah komponen sumber daya
yang sangat penting; Sikap pelaksana
kebijakan; Struktur birokrasi yang berfokus
pada prosedur standar operasional (SOP).

2. Faktor yang menjadi hambatan dan pendukung
dalam menjalankan kebijakan penanggulangan
banjir di Kabupaten Blitar pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Sumber Data
Data adalah dokumen tertulis tentang sesuatu

yang dapat diketahui atau sering disebut sebagai
fakta yang digambarkan melalui simbol dan angka.
Untuk mendapatkan data yang relevan untuk
penelitian ini, peneliti menggunakan metode-
metode berikut:
a) Data Primer

Menurut Umi Nariwati, SE., M.Si (2008:98)
data primer adalah data yang dikumpulkan
secara langsung. Data diperoleh melalui
pengamatan langsung dan wawancara dengan
responden. Informan yang diwawancarai
termasuk Kepala Bidang Sumber Daya Air,
Kepala Seksi Pengairan, Staf Bidang Sumber
Daya Air, Ketua Himpunan Petani, dan
masyarakat..

b) Data Sekunder
Menurut Sugiono (2008), data sekunder adalah
data yang telah diolah. Ini termasuk berbagai
referensi buku, peraturan, dan dokumen yang
berkaitan dengan objek data yang akan diteliti
oleh penulis. Untuk mendapatkan data
sekunder, penulis menggunakan data yang
berasal dari Undang-Undang.

Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Wawancara

Wawancara, menurut Lexy J. Moleong
(2012:186), adalah percakapan yang dilakukan
dengan tujuan tertentu. Percakapan dilakukan
oleh dua orang: pewawancara yang
mengajukan pertanyaan dan terwawancara
yang memberikan jawaban. Dalam penelitian

ini, peneliti menggunakan teknik wawancara
semi-terstruktur.

2. Observasi/ Pengamatan
Menurut Nasution (1998), observasi adalah inti
dari semua ilmu pengetahuan. Ilmu
pengetahuan hanya dapat bergantung pada data
lapangan, atau fakta penelitian yang ditemukan
melalui observasi. menunjukkan bahwa
peneliti melihat keadaan nyata di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Blitar. Dengan izin pengamatan
langsung, wawancara dan observasi dilakukan
dalam metode ini untuk mendapatkan data
sekunder yang tepat dan informasi yang
lengkap.

3. Dokumentasi
Dokumen memiliki nilai digunakan dalam
penelitian sebagai sumber data sekunder.
Beberapa dokumentasi yang dibuat oleh
peneliti di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar termasuk
foto dari subjek penelitian, foto beberapa data
dari tempat penelitian, screenshot dari berbagai
website, dan pengumpulan data dari berbagai
website..

Instrumen zPenelitian
Nasution z(Sugiyono z2017) zmenyatakan zbahwa
zpeneliti zsebagai zinstrumen zpenelitian zsesuai
zkarena zmereka zdapat zmengubah zsetiap zaspek.
Selain zitu, zhanya zmanusia zyang zmampu
zmembuat zkesimpulan zdari zdata zyang
zdikumpulkan zdan zmenggunakannya zsebagai
zbalikan zuntuk zmemperbaiki. Akibatnya, zsubjek
zutama zpenelitian z"Implementasi zKebijakan
zPenanggulangan zBanjir zKabupaten zBlitar"
zadalah zorang zyang zmelakukannya. Peneliti
zsendiri zmengumpulkan zdata zdalam zpenelitian
zini zdengan zmelakukan zpenelitian ztentang
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zdi zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zKabupaten zBlitar, zmelakukan zwawancara
zdengan zorang-orang zyang zrelevan, zdan
zmembuat zpedoman zwawancara zuntuk
zwawancara zdengan zsubjek zpeneliti zdi zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zKabupaten zBlitar..

Teknik Analisis Data
Teknik zAnalisis zdata zini zmengacu zpada zanalisis

zdata zpenelitian zkualitatif zoleh zmiles z& zHuberman,
zdan zSaldana z(2014: z12-13),Langkah-langkah
zanalisis zdata zsebagai zberikut:
a) Pengumpulan zdata zatau zdata zcollection z

Data zdikumpulkan zmelalui zdokumentasi,
zobservasi, zdan zwawancara. Analisis zdimulai
zdengan zmemeriksa zsemua zdata zyang zdiperoleh
zdari zDinas zPekerjaan zUmum zdan zPenataan
zRuang zKabupaten zBlitar, zbersama zdengan
zdokumen zlapangan zterkait zImplementasi
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zKebijakan zPenanggulangan zBanjir zdi zDPUPR
zKabupaten zBlitar.

b) Kondensasi zdata zatau zData zcondensation
Sangat penting untuk mengingat bahwa
banyak data yang dikumpulkan peneliti berasal
dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Blitar. Data yang
dikumpulkan semakin kompleks dan rumit
seiring dengan jumlah peneliti yang
melakukan pekerjaan lapangan. Catatan
lapangan atau rangkuman informasi penting
tentang masalah penelitian disebut kondensasi
data.

c) Penyajian zData zatau zdata zdisplay
Menyajikan zdata zmenjadi zpola zadalah zlangkah
zberikutnya zsetelah zkondensasi zdata; zdalam
zpenelitian zini, zdata zdisajikan zdalam zbentuk
znaratif, ztetapi zjuga zdalam zbentuk ztabel zdan
zgambar. Data zyang zdikumpulkan zpeneliti zdari
zobservasi, zwawancara, zdan zdokumentasi zdi
zDinas zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zKabupaten zBlitar zdigunakan zdalam zproses
zpenyajian zdata zini.

d) Penarikan zKesimpulan zatau zConclusions
zDrawing
Verifikasi zdan zpenarikan zkesimpulan zadalah
zlangkah zterakhir zdalam zanalisis zdata zmodel
zMiles zdan zHuberman zini. Jika ztidak zditemukan
zbukti ztambahan zselama ztahap zpengumpulan
zdata, zkesimpulan zawal zyang zdibuat zmasih
zbersifat zpreliminar zdan zdapat zberubah zkapan
zsaja.

Keabsahan zData
Dalam zpenelitian zini, zteknik ztriangulasi

zdigunakan zuntuk zmelakukan zpemeriksaan
zkeabsahan zdata. Menurut zLexy zJ. Moleong
z(2012:330), z"triangulasi zadalah zteknik zpemeriksaan
zkeabsahan zdata zyang zmemanfaatkan zsesuatu zyang
zlain zdi zluar zdata zitu zuntuk zkeperluan zpengecekan
zatau zsebagai zpembanding zterhadap zdata zitu".
Denzin zmembedakan zempat zjenis ztriangulasi
zsebagai zteknik zpemeriksaan zyang zmemanfaatkan
zsumber, zmetode, zpenyidik, zdan zteknologi zuntuk
zmelakukan zpemeriksaan zkeabsahan zdata.

Pembahasan
Implementasi zkebijakan zyang zdigunakan zdalam
zpenanggulangan zbanjir zpada zDinas zPekerjaan
zUmum zDan zPenataan zRuang zKabupaten zBlitar z

a) Komunikasi
Implementasi zkebijakan zberhasil, zimplementor
zharus ztahu zapa zyang zharus zmereka zlakukan.
Untuk zmengurangi zdistorsi zimplementasi,
ztujuan zdan zsasaran zkebijakan zharus
zdikomunikasikan zkepada zkelompok zsasaran
ztarget. Kelompok zsasaran zdapat zmenentang
zsuatu zkebijakan zjika ztujuan zdan zsasarannya
ztidak zjelas zatau ztidak zdiketahui zsama zsekali.
Untuk zmengetahui ztentang zkebijakan

zpenanggulangan zbanjir zKabupaten zBlitar,
zsesuai zPeraturan zBupati zBlitar zNomor z84 ztahun
z2021, zyang zmengatur zpelaksanaan zPeraturan
zDaerah zNomor z3 zTahun z2019 ztentang
zPenanggulangan zBencana. Dimana zdibagi
zmenjadi ztiga zbagian zuntuk zmelihat zhasil
zkomunikasi zdari zimplementasi zkebijakan
zmenurut zEdward zIII. Ini zdapat zdijelaskan
zsebagai zberikut:
1. Transmisi zKomunikasi

Edward zIII zmenyatakan zbahwa zpembuat
zkebijakan zharus ztahu zapa zyang zmereka
zlakukan, zsehingga ztransmisi zmerupakan
zpersyaratan zpertama zuntuk zimplementasi
zkebijakan zyang zefektif. Sebelum zperintah
zdan zkeputusan zkebijakan zdiikuti, zmereka
zharus zdikirim zatau zdiberikan zkepada
zpelaksana. Komunikasi zdalam zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zyang zdilakukan
zoleh zDinas zPekerjaan zUmum zdan zPenataan
zRuang zKabupaten zBlitar zkepada zsemua
zpihak zyang zterkait. Ini ztermasuk zinstitusi
zpemerintah zseperti zBPBD, zBBWS
zBrantas, zkepolisian, zdan zTNI, zserta
zmasyarakat zumum zyang zmerupakan ztarget
zkebijakan. Hasil zanalisis zmenunjukkan
zbahwa zkomunikasi zyang zdikirim zoleh
zDinas zPUPR zsesuai zdengan zperaturan
zKabupaten zBlitar zNo. 84 zTahun z2021
ztentang zPeraturan zNo. 3 zTahun z2019
ztentang zPenanggulangan zBanjir. Untuk
zmencegah zpenumpukan zmaterial zdi
zsaluran zair, zpemerintah zbekerja zsama
zdengan zHimpunan zMasyarakat zPetani
z(HIPA) zuntuk zmenyebarkan zinformasi
zyang zdisampaikan zoleh zDinas zPUPR
zkepada zmasyarakat. HIPA zjuga
zmendorong zmasyarakat zuntuk
zberpartisipasi zdalam zmenjaga zlingkungan
zsekitar, zterutama zsaluran zair zyang
zmenyebabkan zbanjir. z

2. Kejelasan zKomunikasi
Kejelasan zadalah zfaktor zkedua zyang
zdikemukakan zEdward zIII zdalam zWidodo
z(2010:97). Ini zberarti zbahwa zpelaksana,
ztarget zgrup, zdan zpihak zlain zyang
zberkepentingan zharus zmendapatkan
zpemahaman zyang zjelas ztentang zmaksud,
ztujuan, zsasaran, zdan zsubstansi zkebijakan
zpublik. Ini zmemastikan zbahwa zsemua
zpihak zmengetahui zapa zyang zharus
zdilakukan zuntuk zmelaksanakan zkebijakan
ztersebut zdengan zbaik. Staf zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zkemudian zmenyampaikan zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zkepada zmasyarakat
zKabupaten zBlitar zsecara zjelas zdan
zkonsisten zdalam zpertemuan ztahunan
zdengan zorganisasi zmasyarakat zpetani
z(HIPA). Kebijakan zpenanggulangan zbanjir
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zKabupaten zBlitar zmencakup zperawatan
zdan zpembersihan zrutin zsaluran zair, zbaik
zdrainase zmaupun zirigasi, zdengan ztujuan
zmembuat zsaluran zair zsiap zuntuk
zmenampung zhujan zyang zbesar. Selain zitu,
zuntuk zmembantu zmenahan zair zhujan, zdi
zdaerah zatas zditanam zlebih zbanyak zpohon.
Namun, zinformasi zyang zdiberikan zsecara
zlangsung zoleh zDinas zPUPR zmelalui zHIPA
zmenunjukkan zbahwa zinformasi ztentang
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zberasal
zdari zkomunikasi zmasyarakat zyang
zdilakukan zoleh zHIPA. Ini zmenyebabkan
zketidaksepakatan zdalam zpelaksanaan
zkebijakan zkarena zberdampak zpada
zekonomi zmasyarakat zdataran ztinggi, zyang
zberpendapat zbahwa zmasyarakat
zmembutuhkan zperawatan zkesehatan zyang
zlebih zbaik. Karena beberapa masyarakat
belum memahami kebijakan
penaggulangan banjir, kebijakan
komunikasi tersebut belum mencapai
tujuan. Karena petani disosialisasi secara
tidak merata ke masyarakat sekitar yang
tidak bermata pencaharian petani.

3. Konsistensi zKomunikasi
Perintah zpelaksanaan zharus zkonsisten zdan
zjelas, zjika zimplementasi zkebijakan zingin
zberhasil. Konsekuensi zini zberkaitan
zdengan zsikap, zpersepsi, zdan zrespons
zpelaksana zterhadap zpedoman zyang
zdilaksanakan. Staf zDinas zPUPR zsecara
zkonsisten zmemberikan zinformasi zatau
zpenjelasan ztentang zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zmelalui zpengurus
zorganisasi zHimpunan zMasyarakat zPetani
z(HIPA), zyang zakan zdisampaikan zsecara
zlangsung zkepada zmasyarakat. Informasi
zdikirim zsetiap ztahun zsesuai zdengan
zketetapan zyang zberlaku zyang ztercantum
zdalam zkebijakan. Sehingga zberdasarkan
zanalisis, zkomunikasi zkebijakan zyang
zdisampaikan zoleh zDinas zPUPR zKabupaten
zBlitar zsecara zberkala zsetiap ztahun zsekali,
zkhususnya zberkaitan zdengan zpembersihan
zsaluran zair zdan zpelestarian zalam zsekitar.
sesuai zdengan zapa zyang zakan zdisampaikan
zkepada zpublik. Namun, zpenyampaian
zinformasi zkurang zefektif. Komunikasi
ztentang zkebijkaan zseharusnya zdilakukan
zsetahun zsekali.

4. Komunikasi zAntar zOrganisasi
Komunikasi antar organisasi sangat
penting untuk keberhasilan pelaksanaan
kebijakan publik. Sesuai dengan Peraturan
Bupati nomor 84 tahun 2021 dan
Peraturan zDaerah zKabupaten zBlitar znomor
z3 zTahun z2019 ztentang zPenanggulangan
zBencana, zaspek zkomunikasi zantar
zorganisasi zdalam zkebijakan

zpenanggulangan zbanjir zmemerlukan
zkoordinasi zdengan zberbagai zpihak zpihak
zperangkat zterkait zuntuk zmenyusun zrencana
zrehabilitasi zdan zrekonstruksi zsarana zdan
zprasarana. Kemudian zkomunikasi ztentang
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir
zKabupaten zBlitar zantara zpemerintah zdan
zorganisasi zswasta zatau zmasyarakat zyang
zterlibat zdalam zrehabilitasi zatau
zrekonstruksi zharus zformal zdan zinformal.
Komunikasi zinformal zini zadalah zdasar zdari
ztujuan zdan zprosedur zkebijakan zini.
Tujuannya zadalah zuntuk zmenggabungkan
zpenyelenggaraan zpelayanan zpublik zke
zdalam zhierarki zyang zdipengaruhi zoleh zcara
zseorang zpemimpin zorganisasi
zberkomunikasi zdengan zpelaksana
zkebijakan zuntuk zmenyampaikan ztujuan
zdan zstandar zkebijakan. Selanjutnya zProses
zkoordinasi, zyang zmencakup zpenanganan
zpasca zbanjir zmelalui zrehabilitasi zdan
zrekonstruksi zsarana zdan zprasarana zyang
zmelibatkan zberbagai zorganisasi,
zdilaksanakan zdengan zbaik. Ini zditunjukkan
zoleh zkomunikasi zyang zbaik zantar
zorganisasi zterkait zdari zpemerintah, zswasta,
zdan zorganisasi zmasyarakat zuntuk
zmelaksanakan zkegiatan zpelaksanaan zdi
zlapangan zyang zterkait zdengan zinformasi
zkoordinasi zyang zlengkap zsecara zhierarki.
Dalam zhal zini, zorganisasi zdengan zotoritas
zlebih ztinggi zberpartisipasi zdalam
zpengambilan zkeputusan. Jadi, zdalam
zkomunikasi zantar zorganisasi ztentang
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir, zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zmembuat zrencana zrehabilitasi zdan
zrekonstruksi zyang zsesuai zdengan ztupoksi
zmereka zmasing-masing.

b) Sumberdaya z

Sumber zdaya zsangat zpenting zuntuk zpelaksanaan
zkebijakan zmenurut zEdward zIII zdalam zWidodo
z(2010:98). Keberhasilan zprogram zkebijakan
zsangat zdipengaruhi zoleh zsemua zsarana zdan
zprasarana, zpara zpelaksana zkebijakan zyang
zterlibat zdalam zpelaksanaan zprogram, zdan
ztingkat zkualitas zdan zkewenangannya. Menurut
zEdward zIII zdalam ztangkilisan zsumber zdaya
zterdapat zbeberapa zelemen zsebagai zberikut:
1. Sumberdaya zStaff

Sumber zdaya zutama zuntuk zmenerapkan
zundang-undang zadalah zkaryawan zmenurut
zEdward zIII zdalam zWidodo z(2010:98).
Disebutkan zdalam zPeraturan zKabupaten
zBlitar zNomor z84 zTahun z2021 ztentang
zPeraturan zNomor z3 zTahun z2019 ztentang
zPenanggulangan zBanjir, zsesuai zdengan
ztupoksinya. Pada zpasal z11 zayat z1 zhuruf za,
zsumber zdaya zmanusia zterdiri zdari zbupati,
zyang zbertanggung zjawab zatas zpelaksanaan
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zkebijakan; zBPBD, zyang zmenyusun zdan
zmenjalankan zkebijakan zpenanggulangan
zbanjir; zperangkat zdaerah zlain zyang
zmembantu zBPBD zterkait, zseperti zdalam
zrehabilitasi zdan zrekonstruksi zDinas zPUPR;
zpihak zswasta zyang zterkait, zseperti
zkonsultan zdan zkontraktor zdalam
zrehabilitasi zdan zrekonstruksi; zdan zpihak
zorganisasi zmaupun zlembaga zpemerintah
zlainnya. Berdasarkan zpenelitian
zmenunjukkan zbahwa zpelaksanaan
zkebijakan zoleh zDinas zPUPR zterhambat
zoleh zjumlah zkaryawan zyang ztidak
zmemadai. Oleh zkarena zitu, zuntuk
zmelaksanakan zkebijakan zpenanggulangan
zbanjir zdengan zsukses, zdiperlukan zsumber
zdaya zmanusia zyang zcukup zdalam zhal
zkualitas zdan zkuantitas. Kualitas zsumber
zdaya zmanusia zberkaitan zdengan
zketerampilan, zdedikasi, zprofesionalitas,
zdan zkompetensi zdi zbidangnya, zsedangkan
zkuantitas zsumber zdaya zmanusia zberkaitan
zdengan zkuantitas.

2. Sumberdaya zInformasi
Menurut zGeorge zC. Edward zIII zdalam zLeo
zAgustino z(2016:138) zinformasi ztentang
zimplementasi zkebijakan zterdiri zdari zdua
zkategori: z(1) zinformasi ztentang zcara
zkebijakan zditerapkan. Jika zpelaksana
zdiberi zperintah zuntuk zbertindak, zmereka
zharus ztahu zapa zyang zharus zmereka
zlakukan. Selain zitu, zmereka zharus
zmemiliki zinformasi ztentang zkepatuhan
zpelaksana zterhadap zundang-undang zdan
zperaturan zpemerintah. Salah zsatu ztanggung
zjawab zimplementator zadalah zmemastikan
zbahwa zorang zlain zyang zterlibat zdalam
zpelaksanaan zkebijakan ztersebut zmematuhi
zhukum. Menurut zinformasi zyang zdiberikan
zoleh zkepala zbidang zsumber zdaya zair zdi
zDepartemen zPekerjaan zUmum zdan
zPenataan zRuang, zyang zbertanggung zjawab
zatas zrehabilitasi zdan zrekonstruksi zsarana
zdan zprasarana, zpelaksana zkebijakan
zbekerja zsama zdengan zberbagai zpihak
zterkait. Pelaksana zkebijakan ztelah
zmemahami zprosedur zdan ztindakan zyang
zdigunakan zuntuk zmemperbaiki zdan
zmerenovasi zsarana, zseperti zyang
zdinyatakan zdi zatas. Hasil zpenelitian
zmenunjukkan zbahwa zkomunikasi
zinformasi zantara zDinas zPekerjaan zUmum
zdan zPenataan zRuang, zBPBD, zbupati, zdan
zlembaga zlainnya ztelah zberjalan zdengan
zbaik. Menurut zPeraturan zBupati zNomor z84
ztahun z2021 ztentang zPelaksanaan zPeraturan
zDaerah zKabupaten zBlitar zNomor z3 ztahun
z2019 ztentang zPenanggulangan zBencana,
zpasal z28 zayat z(3) zmenyatakan zbahwa
zpembangunan zprasarana zdan zsarana

ztersebut zakan zdilakukan zsesuai zdengan
zRencana zRehabilitasi zdan zRekonstruksi
zPasca zBencana. Rencana zini zakan
zmemasukkan zperencanaan zteknis zyang
zmempertimbangkan zkontribusi zperangkat
zdaerah zterkait zdan zmasyarakat zdi zdaerah
zbencana zsebagai ztindakan zpencegahan
zbanjir zdi zKabupaten zBlitar.

3. Sumberdaya zWewenang
menurut zEdward zIII zdalam zWidodo
z(2010:103) zwewenang zharus zdiberi
zkekuatan zyang zcukup zuntuk zmembuat
zkeputusan zsendiri ztentang zpelaksanaan
zkebijakan zyang zmereka zkendalikan.
Kewenangan zmemberikan zotoritas zatau
zlegitimasi zkepada zpelaksana zuntuk
zmelaksanakan zkebijakan zyang zditetapkan
zsecara zpolitik. Pelaksanaan zkebijakan
zmembutuhkan zefisiensi, ztetapi zjika
zpelaksana zmemanipulasi zkekuasaan zuntuk
zkepentingan zpribadi zatau zkelompok,
zefisiensi zakan zberkurang. Sumber zdaya
zwewenang zdalam zpelaksanaan zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zoleh zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zKabupaten zBlitar zmenunjukkan zbahwa
zpihak zimplementor zmengetahui zfungsi,
ztugas, zdan ztanggung zjawab zmereka zdalam
zmenerapkan zkebijakan ztersebut. Hasil
zpenelitian zmenunjukkan zbahwa ztanggung
zjawab zuntuk zmelakukan zrehabilitasi zdan
zrekonstruksi zsetelah zbencana zbanjir zberada
zdi zkewenangan zDinas zPekerjaan zUmum
zdan zPenataan zRuang. Dinas zPekerjaan
zUmum zdan zPenataan zRuang zKabupaten
zBlitar zmemiliki zperan zpenting zdalam
zmencegah zbanjir zuntuk zmemenuhi
ztanggung zjawabnya zdalam zbidang zsumber
zdaya zair. Dinas zPekerjaan zUmum zdan
zPenataan zRuang ztelah zmelaksanakan ztugas
zdan zwewenangnya zdengan zbaik zdan zsesuai
zdengan zperaturan zyang zberlaku. Ini
ztermasuk zperencanaan zkebijakan zuntuk
zpengelolaan zSDA, zyang zmencakup
zpembangunan zdan zrehabilitasi zSDA,
zoperasional zdan zpemeliharaan ztata zguna zair
zdan zair zlimbah, zpengelolaan zsumber zair,
zsungai, zdan zpantai, zdan zpelaksanaan
zpembangunan zdan zrehabilitasi zSDA.

4. Sumberdaya zFasilitas
Sumber zdaya zperalatan zadalah zalat zyang
zdigunakan zuntuk zmenjalankan
zpelaksanaan zkebijakan, zmenurut zEdward
zIII zdalam zWidodo z(2010:102), zdan
zmencakup zgedung, ztanah, zdan zsarana zyang
zsemuanya zakan zmemudahkan zdalam
zmemberikan zpelayanan zdalam
zpelaksanaan zkebijakan. Menurut zEdward
zIII zdalam zWidodo z(2010:101), zsumber
zdaya zanggaran zyang zterbatas zakan
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zmemengaruhi zefektivitas zpelaksanaan
zkebijakan. Dukungan zfinansial zatau
zanggaran zdiperlukan zuntuk zmendukung
zterlaksananya zkebijakan zdalam zsarana zdan
zprasarana. Anggaran zyang zterbatas
zmenyebabkan zpelaku zkebijakan zyang
zkurang zterlibat zdan zprogram ztidak zberjalan
zdengan zbaik.. Sebagaimana zdisebutkan
zsebelumnya, zkomponen zfasilitas zsangat
zmemengaruhi zpelaksanaan zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zdi zKabupaten
zBlitar, zterutama zdalam zhal zsarana zdan
zanggaran. Menurut zPeraturan zBupati
zNomor z84 ztahun z2021 zmengenai zPeraturan
zDaerah zKabupaten zBlitar zNomor z3 ztahun
z2019 ztentang zpenanggulangan zbanjir, zpasal
z13 ztentang zRehabilitasi zPasca zBencana
zmeliputi zperbaikan zlingkungan zdaerah
zbencana; zperbaikan zprasarana zdan zsarana
zumum; zSelain zitu, zPeraturan zBupati
zNomor z84 ztahun z2021 zmengenai zPeraturan
zDaerah zKabupaten zBlitar zNomor z3 ztahun
z2019 ztentang zpenanggulangan zbanjir, zpasal
z12 zmenyatakan zbahwa zdana zuntuk
zpenyusunan zRencana zRehabilitasi zdan
zRekonstruksi zPasca zBencana zdapat zberasal
zdari: zanggaran zpendapatan zdan zbelanja
znegara; zanggaran zpendapatan zdan zbelanja
zdaerah; zdan zsumber zdana zlain zyang zsah
zdan ztidak zmengikat. Laporan zKinerja
zInstansi zPemerintah z(LKJIP), zyang zdibuat
zsetiap ztahun zoleh zDepartemen zPekerjaan
zUmum zdan zPenataan zRuang zdari ztahun
z2018 zhingga z2022, zmenetapkan ztujuan
zuntuk zmenerapkan zprogram zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zmelalui zanggaran
zyang zdialokasikan. Hasil analisis di atas
menunjukkan kekurangan sumber daya
manusia untuk komponen sumber daya
yang diperlukan untuk menerapkan
kebijakan penanggulangan banjir di
Kabupaten Blitar. Akibatnya, sangat
penting bagi banyak pihak terkait untuk
ikut serta dan membantu mengatasi banjir
di Kabupaten Blitar. Sesuai dengan
peraturan yang berlaku tentang rehabilitasi
dan rekonstruksi, sumber daya informasi
dan wewenang digunakan. Namun,
kebijakan program penanggulangan banjir
tidak akan berhasil tanpa sarana dan
prasarana pendukung dan dana yang
dialokasikan untuk kebijakan tersebut.
Pelaksanaan kebijakan membutuhkan
fasilitasz.

c) Disposisi
George zC. Edward zIII zdalam zWidodo
z(2010:104-105) zmenyatakan zpara zpelaksana
zkebijakan zharus ztau zapa zyang zakan zdilakukan
zdan zmemiliki zkemampuan zuntuk
zmelaksanakannya zjika zimplementasi zkebijakan

zingin zberhasil zdan zefisien. Dalam zhal zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zKabupaten zBlitar, zsikap
zdan zpelaksanaan zyang zbaik zmenunjukkan
zpeningkatan zkinerja zpelayanan zdan zketerlibatan
zbanyak zpihak zyang zseperti zbupati, zBPBD, zdan
zlainnya. Para zpelaksana zkebijakan zmemahami
ztugas zdan zpetunjuk zteknis zuntuk zmenjalankan
zkebijakan zdengan zbaik zsesuai zdengan zprosedur.
Dalam zkebijakan zpenanggulangan zbanjir
zKabupaten zBlitar zDinas zPekerjaan zUmum zdan
zPenataan zRuang zberkomitmen zuntuk
zmelakukan zbeberapa zhal. Salah zsatunya zadalah
zmelakukan zevaluasi zsaluran zair zuntuk
zmencegah zpenumpukan zmaterial zyang
zmenyebabkan zbanjir. Selain zitu, zmereka
zmengadakan zrapat zsecara zteratur zsetahun zsekali
zdengan zpengurus zorganisasi zmasyarakat
zHimpunan zPetani z(HIPA) zuntuk
zmensosialisasikan zpencegahan zbanjir zdan
zmendorong zpartisipasi zlingkungan zmasyarakat.
Data zyang zdikumpulkan zoleh zpeneliti
zmenunjukkan zbahwa zprogram zpenanggulangan
zbanjir zKabupaten zBlitar ztelah zberjalan zdengan
zbaik. Komitmen zdan ztanggung zjawab
zpelaksana zkebijakan zmenunjukkan zhal zini.
Namun, zkabupaten ztidak zbertanggung zjawab
zatas zbeberapa zwilayah zyang zrawan zbanjir,
zsehingga zbeberapa zprogram zbelum
zdilaksanakan. Akibatnya, zpengendalian zbanjir
zKabupaten zBlitar zhanya zdapat zmengurangi
zbanjir zdi zdaerah zsekitarnya. Ini zharus zmenjadi
zevaluasi zuntuk zstakeholder zagar zmereka ztahu
zapa zyang zharus zdilakukan zagen zpelaksana.

d) Struktur zBirokrasi
Menurut zteori zGeorge zC. Edward zIII z(Leo
zAgustino, z2016:140), ztingkat zkeberhasilan
zpelaksanaan zkebijakan zpublik zdipengaruhi zoleh
zstruktur zbirokrasi. Meskipun zpara zpelaksana
zkebijakan zmemiliki zsumber zdaya zyang
zdiperlukan zuntuk zmelaksanakan zsuatu
zkebijakan zatau zmemiliki zkeinginan zuntuk
zmelakukannya, zada zkemungkinan zkebijakan
ztersebut ztidak zdapat zdilaksanakan zatau
zterealisasi zkarena zkelemahan zdalam zstruktur
zbirokrasi. "Prosedur zOperasional zStandar
z(SOP) zadalah zsalah zsatu zciri zutama zbirokrasi.
Kepala zbidang zSDA zmenyatakan zbahwa zDinas
zPUPR zbekerja zsama zdengan zberbagai zpihak
zyang zterlibat zdalam zpenanggulangan zbanjir.
DPUPR zsesuai zdengan ztupoksi zdalam
zrehabilitasi zdan zrekonstruksi zsarana zprasarana.
Artinya, zDPUPR zdapat zmenyediakan zdan
zmeminjam zalat zberat zbaik zselama zmaupun
zsetelah zbanjir. Oleh zkarena zitu, zDPUPR
zKabupaten zBlitar zmemiliki zstandar zprosedur
zoperasional z(SOP) zkhusus zuntuk zalat zberat.
Informasi yang diberikan tentang juknis
pelaksanaan kebijakan menunjukkan bahwa
informan memahami dan memahami standar
operasional prosedur (SOP). Oleh karena itu,
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berdasarkan aspek SOP yang memuat tugas
dan tanggung jawab dari setiap pelaksana
kebijakan, dapat disimpulkan bahwa standar
operasional prosedur (SOP) yang digunakan
oleh Dinas PUPR Kabupaten Blitar cukup
baik.

Analisis zkritis zimplementasi zkebijakan zdalam
zpenanggulangan zbanjir zpada zDinas zPekerjaan
zUmum zDan zPenataan zRuang zKabupaten zBlitar
1. Faktor zPendukung

Menurut zVan zMeter zdan zVan zHorn zdalam
zKasmad z(2018), zbadan zpelaksana zkebijakan
zharus zmemiliki zenam zkarakteristik zuntuk
zmendukung zkebijakan: zvitalitas zorganisasi;
zkompetensi zdan zjumlah zkaryawan zorganisasi;
ztingkat zkomunikasi; zdan ztingkat zkendali
zhierarki zatas zproses zsubunit zdan zkeputusan.
Pasal z5 zUndang-undang znomor z24 ztahun z2007
ztentang zpenanggulangan zbencana zmenetapkan
zpemerintah zpusat zdan zdaerah zbertanggung
zjawab zuntuk zmelaksanakan zpenanggulangan
zbencana, zdan zPasal z6 zmembahas ztanggung
zjawab, ztermasuk ztanggung zjawab zpemerintah
zdalam zpenyelenggaraan zrisiko zbencana zdan
zmemberikan zpedoman zuntuk zmengurangi
zrisiko zbencana zmelalui zprogram zpembangunan.
Yang zberarti zpemerintah zpusat zdan zdaerah
zbertanggung zjawab zuntuk zmenerapkan
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zdi zseluruh
zKabupaten zBlitar.
Untuk zmengurangi zrisiko zbanjir zdan zkerusakan
zinfrastruktur, zdibutuhkan zpembangunan zuntuk
zmengatasi zmasalah zbanjir zdan zmemperbaiki
zfasilitas zyang zrusak zoleh zbanjir. Menurut
zinformasi zyang zdiberikan zoleh zKepala zSeksi
zTeknik zPengairan, zprogram zrencana zstrategis
ztelah zmengalokasikan zdana zuntuk zperbaikan,
zrehabilitasi, zdan zrekonstruksi zsarana zdan
zprasarana zfasilitas zpublik, zterutama zsaluran zair
zirigasi zdan zdrainase. dan zbekerja zsama zdengan
zorganisasi zpublik zdan zswasta zyang zrelevan.
Dalam zhal zini, zsudah zjelas zsiapa zyang
zbertanggung zjawab zuntuk zmenjalankan
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir. Kebijakan
zyang zberkaitan zdengan zrehabilitasi zdan
zrekonstruksi zprasarana zdan zsarana zdikenakan
zpada zDinas zPekerjaan zUmum zdan zPenataan
zRuang zKabupaten zBlitar, zsedangkanBPBD
zbertanggung zjawab zuntuk zmelaksanakan
zkebijakan zdan zmengawasi zPD zterkait.

2. Faktor zPenghambat
Menurut zMorss zdan zGow zdalam zPasolong
z(2011:59), zfaktor zpenghambat zmenunjukkan
zbahwa zpelaksanaan zaturan zmenghadapi
zrintangan zinternal zdan zfaktor zeksternal.
Keterbatasan zeksternal, zjuga zdikenal zsebagai
zfaktor zluar, zterdiri zdari zsemua zkekuatan zyang
zmempengaruhi zproses zpenerapan zkebijakan

zpemerintah, zbaik zsecara zlangsung zmaupun
ztidak zlangsung.
Faktor zinternal zdisebut zsebagai zhambatan
zeksternal zyang zmencakup zkualitas zinput zserta
zketersediaan zsumber zdaya zmanusia, zdana,
zorganisasi, zinformasi, zmetode, zdan zfasilitas,
zserta zperaturan zsistem zdan zmetode zyang zharus
zdipatuhi. Sebagaimana zdisebutkan
zsebelumnya, zDinas zPekerjaan zUmum zdan
zPenataan zRuang zKabupaten zBlitar zmenghadapi
ztantangan zyang zberasal zdari zsumber zdaya
zinternal zdan zeksternal. Informasi zyang
zdiberikan zoleh zKepala zSeksi zPengairan
zmenunjukkan zbahwa zmasalah zbanjir ztidak
zterjadi zdi zwilayah zyang zberada zdi zbawah
zkabupaten. Ini zkarena zDinas zPUPR zhanya
zmenyampaikan zdan zberkolaborasi ztentang
zbanjir zdengan zlembaga zprovinsi zseperti zBBWS.
Sumber zdaya zstaf zadalah zkendala zutama, zyang
zsangat zpenting zuntuk zmenerapkan zimplikasi.

Kesimpulan
Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi

yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa
penerapan kebijakan penanggulangan banjir di
Kabupaten Blitar dengan menggunakan indikator-
indikator George C. edward III adalah sebagai
berikut:
1. Komunikasi

Untuk memastikan bahwa kebijakan
penanggulangan banjir di Kabupaten Blitar
berjalan dengan baik, faktor komunikasi sangat
penting. Tiga faktor komunikasi ini adalah
sebagai berikut:
1) Komunikasi Transmisi

Transmisi digunakan ntuk menyampaikan
kebijakan tertentu. Dalam rehabilitasi dan
rekonstruksi sarana prasarana pasca banjir,
DPUPR Kabupaten Blitar bertindak
sebagai Koordinator dalam upaya
penanggulangan banjir dengan
memanfaatkan HIPA (Himpunan Petani).
HIPA akan turun ke masyarakat untuk
melakukan sosialisasi dan mengajak
masyarakat untuk bersama-sama menjaga
kebersihan dan membersihkan saluran
drainase untuk mencegah banjir.

2) Komunikasi zKejelasan
Indikator zkejelasan zkomunikasi
zmenunjukkan zbahwa zdalam zpelaksanaan
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zdi
zKabupaten zBlitar, zHIPA zbelum
zmemberikan zinformasi zatau zsosialisasi
zyang zmemadai zkepada zmasyarakat. Ini
zkarena zHIPA zhanya zmemfokuskan zpada
zpara zpetani, zmeskipun ztidak zsemua
zmasyarakat zdi zKabupaten zBlitar zadalah
zpetani. karena zkebijakan zpenanggulangan
zbanjir zpemerintah zmembuat ztidak zsemua
zorang zmemahami zinformasi zprogram.
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3) Komunikasi zKonsistensi
Indikator zKonsistensi zmenunjukkan zbahwa
zpenyebaran zinformasi zdalam zpelaksanaan
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zdi
zKabupaten zBlitar zsudah zkonsisten, ztetapi
zmasih zkurang zefektif zkarena zdilakukan
zhanya zsetahun zsekali. Hal zini zdibuktikan
zdengan zkegiatan zsosialisasi zDPUPR
zKabupaten zBlitar zdengan zHIPA zsetiap
ztahun, zyang zkemudian zakan
zmenyampaikan zinformasi ztentang zprogram
zpenanggulangan zbanjir zkepada
zmasyarakat.

4) Komunikasi zAntar zOrganisasi
Komunikasi zantar zorganisasi zadalah zcara
zkerjasama zdengan zbeberapa zkelompok zlain
zuntuk zmencapai ztujuan zbersama. Dalam
zhal zpenanggulangan zbanjir zdi zKabupaten
zBlitar, zpemerintah, zterutama zDPUPR,
zbekerja zsama zdengan zbeberapa
zstakeholder, ztermasuk zBPBD, zyang
zbertanggung zjawab zatas zsemua ztindakan
zpenanggulangan zbanjir. Selain zitu,
zpemerintah zbekerja zsama zdengan
zperusahaan zswasta zseperti zHIPA
z(Himpunan zPetani) zdi zKabupaten zBlitar
zuntuk zmemberi ztahu zmasyarakat ztentang
zprogram zpenaggulangan zbanjir.

2. Sumberdaya
Terdapat zindikator zsebagai zberikut:
1) Pada zsub zindikator zsumber zdaya zmanusia

z(SDM), zjumlah zkaryawan zyang ztersedia
zuntuk zmelaksanakan zpenanggulangan
zbanjir zdi zKabupaten zBlitar zmasih zterbatas.
Ini zterutama zberlaku zuntuk zDPUPR
zBidang zSDA z(Sumber zDaya zAir), zyang
zmembutuhkan z14 zhingga z18 zorang zuntuk
zmengatasi z674 zsaluran zair. Ini zjelas ztidak
zefisien zkarena ztidak zsebanding zdengan
ztugas zyang zmereka zlakukan. DPUPR
zmenerima zbantuan zdari zberbagai zlembaga
zpemerintah, zswasta, zdan zormas zuntuk
zmenyelesaikan ztugasnya.

2) Dalam zindikator zsumber zdaya zinformasi,
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zyang
zdisampaikan zsesuai zdengan zPeraturan
zBupati zNo. 84 zTahun z2021 ztentang
zpelaksanaan zPeraturan zDaerah zKabupaten
zBlitar zNo.03 zTahun z2019 ztentang
zpenanggulangan zbencana. Di zmana
zperaturan ztersebut zmenjelaskan ztugas zdan
zfungsi zDPUPR, zBPBD, zJITUPASNA, zdan
zlembaga zlain zyang zberkaitan zdengan
zpenanggulangan zbanjir.

3) Pada zindikator zkewenangan, zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zmelaksanakan zkebijakan zpenanggulangan
zbanjir zsesuai zdengan zwewenang zdan
ztupoksi zyang zberlaku, zserta zPeraturan
zBupati zNo. 84 zTahun z2021 ztentang

zpelaksanaan zperaturan zdaerah zKabupaten
zBlitar zNo.03 zTahun z2019 ztentang
zpenanggulangan zbencana. Dalam zhal zini,
zDinas zPUPR zmemberikan zbantuan zdalam
zrehabilitasi zdan zrekonstruksi zsarana zdan
zprasarana zyang zmenjadi ztanggung
zjawabnya.

4) Indikator zFasilitas zmenetapkan zbahwa
zfasilitas zanggaran zdan zsarana zharus
zmenerapkan zkebijakan zpenanggulangan
zbanjir. Dinas zPekerjaan zUmum zdan
zPenataan zRuang zbertanggung zjawab zuntuk
zmenyediakan zsarana zdan zprasarana zuntuk
zmemperbaiki zfasilitas zdrainase, zirigasi,
zdam, zdan zbendungan. Namun, zmereka
zmelakukan zini zdi ztempat-tempat zdi zmana
zsaluran zair zdigunakan zsecara ztidak zefektif
zatau ztidak zsama zsekali. Selanjutnya, zuntuk
zmelaksanakan zkebijakan zpenaggulangan
zbanjir zini, zfasilitas zanggaran zmenggunakan
zAPBD zyang zdiberikan zoleh zBPBD. APBD
zini zdiberikan zsesuai zdengan zLaporan
zKinerja zInstansi zPemerintah z(LKJIP) zyang
zdibuat zsetiap ztahun. Anggaran
zdialokasikan zuntuk zProgram zPengelolaan
zSumber zDaya zAir zdan zProgram
zPengelolaan zdan zPengembangan zSistem
zDrainase.

3. Disposisi
Dinas zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zkabupaten zBlitar zmelaksanakan zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir zdengan zcukup zbaik.
Pelaksana zkebijakan zdalam zhal zini
zberkomitmen zdan zbertanggung zjawab zuntuk
zmenerapkan zkebijakan zpenanggulangan zbanjir
zsesuai zdengan zperaturan zyang zberlaku. Untuk
zmemastikan zsistem zyang ztelah zada zberjalan
zdengan zsistematis zatau zsesuai zdengan zperaturan
zyang ztelah zditetapkan, zsikap zpelaksana
zmenuntut zbekerja zsama zdengan zbaik zantar
zpihak-pihak zterkait, zbaik zpemerintah zmaupun
zswasta. Pencapaian zdalam zprogram zkinerja
zdilapangan zmenunjukkan zkomitmen zDinas
zPekerjaan zUmum zdan zPenataan zRuang
zterhadap zpelaksanaan zprogram zkebijakan
zpenanggulangan zbanjir.

4. Struktur zBirokrasi
Sebagai zpelaksana zkebijakan zpenanggulangan
zbanjir zdi zKabupaten zBlitar, zDinas zPekerjaan
zUmum zdan zPenataan zRuang ztelah
zmelaksanakan zProsedur zPengoperasian zStandar
z(SOP) zyang zdidokumentasikan zdalam zbentuk
zjuknis. Ini zmenunjukkan zbahwa zSOP ztelah
zdipahami zdan zdijalankan zsecara zmenyeluruh
zoleh zorganisasi.

5. Faktor zPendukung
Faktor-faktor zyang zmendukung zpelaksanaan
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir zdi zKabupaten
zBlitar zadalah zadanya zperaturan, zmulai zdari
zundang-undang zhingga zperaturan zdaerah
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zkabupaten, zyang zmenegaskan zpentingnya
zmemperhatikan zwilayah zyang zrentan zterhadap
zbencana zbanjir.

6. Faktor zPenghambat
Faktor-faktor zyang zmenghambat zpelaksanaan
zkebijakan zpenanggulangan zbanjir ztermasuk
zkekurangan ztenaga zkerja zyang zdiperlukan zdan
zbanjir zterjadi zdi zwilayah zyang zbukan ztanggung
zjawab zDinas zPekerjaan zUmum zdan zPenataan
zRuang zKabupaten zBlitar.

Saran
Diharapkan bahwa kebijakan penanggulangan

banjir Kabupaten Blitar akan diperbarui setelah
proses implementasi. Untuk membantu Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten
Blitar, peneliti dapat menyarankan hal-hal berikut:
1. Pemerintah Kabupaten Blitar membuat

peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau untuk
penggunaan alih fungsi lahan untuk
mengurangi banjir;

2. Mengoptimalkan penggunaan alih fungsi lahan
dengan menanam pohon-pohon besar seperti
jati.

3. Mengoptimalkan penggunaan saluran air
irigasi agar lebih efisien.

4. Meningkatkan efisiensi pembangunan drainase
di setiap ruas jalan di Kabupaten Blitar.

5. Penambahan karyawan di Bidang Sumber
Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Blitar untuk
memenuhi tugas dan ungsi dalam mengatasi
banjir secara efektif dan efesien.

6. Agar kebijakan penanggulangan banjir dapat
berjalan lebih baik, perlu disosialisasikan
kepada masyarakat melalui pemantauan HIPA
secara berkala setidaknya dua kali setahun.
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